BUPATI KupUS
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NOMOR : 19 tapmm oo,

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENDAMPING DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mcnimbang

Mengingat

KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan dan untuk meringankan .be:ban
masyarakat Kudus terhadap pembiayaan pendidikan
yang berkualitas dan terjangkau, Pemerintah
Kabupaten =~ Kudus  mengalokasikan ~ Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Pendamping dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;

bahwa guna kelancaran pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) perlu mengatur Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)

Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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pf,?f;';%;““dans Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

i an  Nasional (Lembaran Negara Republis

Ncgarzs;f Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
- Republik Indonesia Nomor 4301);

g;%iﬁg:indang Nomor 1 Tahun 2004 tentar}g
s araan Negara {(Lembaran Negara Republi

nesia TahUn 2004 Nomor Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nom?)’r 4355);

gen C_iang~Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
pe;llmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
: €rintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahup 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undan.g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagapmana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
téntang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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I()er:;i\tx?irﬂn.Pcmcrinmh Nomor 41 Tahun 2007 [Cnmr;i
Re ubﬁﬁﬁl Perangiat Daerah (Lembaran Nega 2
Lompor X Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambaha!

aran Negarg Republik Indonesia Nomor 4741);

sfrﬁ;uran l_)cmcrintah Nomor 47 Tahun 2008 tentarfg

Ta-" Bclajar (Lembaran Negara Republik Indonest
ahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesiq Non'mr 4863);

Peraturan Pemeri tentang
ntah Nomor 48 Tahun 2008 tentey
Fendana_\an Pendidikan (Lembaran Negara Republi
I\;1donesxa Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pem
Guru (Lembar
2008 Nomor
Republik Indone

erintah Nomor 74 Tahun 2008 tentané
an Negara Republik Indonesia Tahun
194, Tambahan Lembaran Negard
sia Nomor 4941),

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RCRUbhk
Indonesia  Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan adn
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Taff_lbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20Q6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasion‘al Nomor (fi
Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didl

yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat
[stimewa;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor .19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
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-lr,(‘x‘\(‘::“";‘ Menteri Pendidikan  Nasional Nomor j::
L;utulc “:(-)1?7 rontang Standar Sarana Dan Prqanr;\‘/{l)
i Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/. ¢
\e Q uh“ Mcnengah Pertama/Madrasah Teanawiya
(bMP/MIS)’ Dan Sekolah Menengah At‘cm/Mndruﬂﬂh
Aliyah (SMA/Ma), eng

Peraturan Menteri

24
" Pendidikan Nasional Nomor i
I‘nhun 2008 tcnt'l N s iatrasi
S ang ¢ T Adminis

S r:koluh/Madrasah; 8 Standar Tenaga

,pcr“tUl‘an Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25
Euhun 2008 tentang Standar Tenaga perpustakaan
Sekolah / Madrasah;

,Pm-ﬂtu"ﬂn Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26
Fahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium
Sekolah /Madrasah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69
Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasl
Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah
Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS)’
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama quar
Biasa (SMPLB),dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2007 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Ta}}un'
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 106);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2010 tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 123);
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. Keputusan By

. PERATURAN BUPAT]

-

Pati Kudus tanggal 20 Juni 2014 Nomor

050.1.4/133.2/2014 ¢ cangan Akhir
Rencana Strategis s AR

rah
Satuan Kerja Perangkat Dac
Kabupaten Kudus Tahun 2013-201?‘

MEMUTUSKAN :

KNIS
TENTANG PETUNJUK TE
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDAMPQI:&
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE
KABUPATEN KUDUS

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus terdiri dari : S
a. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOl')l
Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasa
Ibtidaiyah (SD/SDLB/MI) Pendamping dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KuduS
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan i,
b. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sekolah Menengah Pertama /| Sekolah Menen.gah
Pertama Luar Biasa | Madrasah Tsanawiyah
(SMP/SMPLB/MTs) ~ Pendamping  dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
dan
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan
(SMA/SMALB/SMK) ~ Pendamping ~dari ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II Peraturan
ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan :

a. menjadi acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dalam penggunaan dana
Bantuan Operasional Sekolah Pendamping dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus;

b. penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah
Pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus tepat sasaran dalam
mendukung penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua

belas) tahun yang berkualitas dan terjangkau secara
efektif dan efisien; dan
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© Pertanggungjawaban

Bantuan
Operasiona)

keuangan  dana

Sekolah  Pendam ing dari Anggaran
giclnﬁapatan dan Belanja Daergh Kabupaten Kudus
2 sanakan secara tertib administrasi, transparan,

akuntabel,  tepat  wakty dan terhindar  dari
Penyimpangan,

Pasal 3

Segala biay
Peraturan
Belanja Da

Y& yang timbul sebagai akibat ditetapkangya
Ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan -
erah Kabupaten Kudus.

Pasal 4

Peraturan Bupati

, ini i ada tanggal
diun danighan, N1t mulai berlaku P

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundax}gan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 17 pesember 2014

SEKRETARIS DAE KABUPATEN KUDUS,

k.

[ " A—

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 201 NOMOR 19

Telah diteliti atas kebenarannya :
No. Jabatan Pagaf

1 | SEKDA
2 | ASISTEN SEKDA

1
3 | KEPALA DINAS/BADAN ?’
7

4 | KEPALA BAGIAN /
KANTOR / BIDANG

5 | BAG. HUKUM/LAINNYA Z-

Digitally signed by

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.02.06
07:42:07 +07'00'
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